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BUPATI MOROWALI UTARA 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA 

NOMOR 34 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2021  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  MOROWALI UTARA, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah 

Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang   

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang  

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021; 

   

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kabupaten Morowali Utara di 

Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5414); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

 

SALINAN 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun anggaran 2020 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94 ) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Negara Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 155); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun  2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 

2021. 
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Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai 

berikut : 
 

1. Pendapatan Daerah   : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.    121.564.411.450,00 

b. Pendapatan Transfer Rp.    929.879.393.527,00 

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp.      15.649.202.000,00     

           Jumlah Pendapatan                      Rp. 1.067.093.006.977,00 

 

2. Belanja  : 

a. Belanja Operasi                           

1) Belanja Pegawai  Rp.    378.336.747.638,00 

2) Belanja Barang dan Jasa                    Rp.    313.392.632.830,00 

3) Belanja Hibah  Rp.      25.789.282.003,00 

4) Belanja Bantuan Sosial Rp.       7.788.319.549,00 

Jumlah Belanja Operasi     Rp.   725.306.453.380,00 

  

b. Belanja Modal 

1) Belanja Modal Tanah     Rp.       2.696.368.000,00 

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin             Rp.    27.770.916.035,00 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan      Rp.    59.523.724.370,00 

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.    88.590.332.939,00 

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya     Rp.         101.617.000,00 

        Jumlah Belanja Modal Rp.   178.682.958.344,00 

 

c. Belanja Tidak Terduga 

1.Belanja Tidak Terduga Rp.     3.000.000.000,00 

 

                 Jumlah Belanja                    Rp. 1.082.413.746.563,00 

                  Surplus/(Defisit)                    Rp.    (15.320.739.586,00) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan Pembiayaan                            Rp       17.820.739.586,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan                            Rp.        2.500.000.000,00(-) 

                  Jumlah Pembiayaan Neto      Rp.      15.320.739.586,00) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan  Rp.  00 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 3 

 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di rinci lebih lanjut dalam Lampiran 

II Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

 

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi belanja hibah yang 

diterima dan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan 

sosial yang diterima tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan 

Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.  

 

Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

 

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah 

Kabupaten  Morowali Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 

perubahan APBD. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah 

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengeruh pemerintah daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), mencakup: 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran 

berjalan; 

b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang 

bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN; dan 

c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 
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Pasal 7 

 

(1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dapat menggunakan 

belanja tidak terduga. 

(2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mencakup: 

a. bencana alam; 

b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; dan 

c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah 

daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai 

kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target 

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

 

Pasal 8 

 

(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara 

langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga 

menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada 

SKPD teknis. 

(2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan 

penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang 

berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD. 

(4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum 

perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan 

dituangkan dalam DPPA PD, sedangkan bila dilakukan setelah 

Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 
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Pasal 9 

 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 

ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 10 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Morowali Utara. 

 

Ditetapkan di Kolonodale 

pada  tanggal 30 Desember 2020      

18 September 2014 

BUPATI MOROWALI UTARA, 

 

 T T D 

 

MOH. ASRAR ABD. SAMAD 

 

Diundangkan di Kolonodale 

pada tanggal 30 Desember 2020                      

18 September  

       SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MOROWALI UTARA, 

 

 T T D 

 

          MUSDA GUNTUR 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 35. 

 
 

 

       Salinan sesuai dengan aslinya : 

      Kepala Bagian Hukum, 

 

 

 

 

     BETSI A POMBALAWO, SH 

    NIP. 19780121 200604 2 027 


